
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Perselisihan antara universalitas HAM dan pluralitas budaya merupakan 

salah satu persoalan etis dan filosofis paling kompleks dalam wacana hak asasi 

manusia kontemporer. Di satu sisi, HAM menuntut pengakuan atas martabat 

manusia yang sama dan berlaku bagi siapa pun tanpa batas budaya, agama, bangsa, 

atau tradisi. Di sisi lain, realitas pluralitas budaya menunjukkan bahwa setiap 

komunitas memiliki sistem nilai, simbol, keyakinan, dan praktik moral yang 

berbeda, sehingga gagasan universalitas sering dianggap sebagai bentuk 

propaganda dominasi budaya tertentu-khususnya Barat- terhadap masyarakat lain.  

Universalitas HAM berangkat dari asumsi bahwa terdapat nilai-nilai 

normatif yang berlaku secara transkultural dan melekat pada setiap manusia, 

sedangkan pluralitas budaya menekankan pentingnya relativitas nilai yang berakar 

pada tradisi, norma, dan konteks sosial suatu masyarakat. Universalitas HAM 

diklaim hegemonik dan mengabaikan kearifan lokal, sementara relativisme budaya 

berisiko melegitimasi praktik-praktik diskriminatif yang justru bertentangan 

dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Ketegangan inilah yang sering memunculkan 

penolakan, resistensi, atau reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip HAM. 

Perselisihan ini diperparah oleh hadirnya politisasi relativisme budaya yang 

digunakan para elite dan pemimpin bangsa untuk mendistorsi tuntutan HAM atas 

perlakuan ketidakadilan dalam negaranya. 

Dalam kerangka problematis ini, pendekatan etika derita yang ditawarkan 

oleh Peter L. Berger menjadi relevan sebagai jalan tengah. Etika derita berangkat 

dari pengalaman penderitaan manusia sebagai basis etik yang paling fundamental 

dan universal, sebab penderitaan dapat dikenali secara lintas budaya tanpa 

memandang latar sosial maupun tradisi tertentu. Penderitaan yang hadir sekaligus 

menutut dari semua kita, termasuk pembuat kebijakan, suatu upaya untuk 

meniadakannya.  Pendekatan ‘derita’ ini sekaligus membuka ruang bagi 

inklusivitas karena cara setiap budaya merespons penderitaan tetap dapat berbeda, 

namun pengakuan atas eksistensi penderitaan itu sendiri menjadi titik temu yang 



tidak terbantahkan. Dengan demikian, universalitas HAM tidak harus ditegakkan 

melalui dominasi nilai-nilai Barat, melainkan dapat dipertahankan atas dasar 

pengalaman manusia yang paling mendasar, yaitu penderitaan. 

Pendasaran universalitas HAM pada etika derita menegaskan bahwa 

penderitaan manusia merupakan dasar moral yang paling universal untuk 

menjustifikasi prinsip-prinsip HAM. Berbeda dari pendekatan yang mendasarkan 

HAM pada tradisi filosofis atau budaya tertentu, etika derita menunjukkan bahwa 

pengalaman akan rasa sakit, penindasan, dan kerentanan adalah realitas yang 

dialami semua manusia, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau 

sosial. Dengan demikian, etika derita menyediakan fondasi antropologis dan 

transkultural bagi universalitas HAM, karena penderitaan menjadi titik temu etis 

yang melampaui batas-batas budaya. Kesadaran akan derita bersama mendorong 

terbentuknya solidaritas, empati, dan tanggung jawab moral, sehingga HAM dapat 

dipahami bukan sebagai produk budaya tertentu, tetapi sebagai respons moral 

terhadap kondisi manusia yang universal. Melalui pendekatan ini, universalitas 

HAM memperoleh legitimasi yang lebih kuat, karena berakar pada pengalaman 

manusiawi paling dasar yang dapat diakui oleh seluruh komunitas budaya. 

Pendekatan etika derita dengan demikian menjadi jembatan yang mampu 

menyatukan prinsip universal HAM dengan realitas keberagaman budaya. 

Dalam perspektif Peter L. Berger, agama dan budaya merupakan konstruksi 

sosial yang pada satu sisi berfungsi sebagai tatanan makna yang menstabilkan 

realitas kehidupan manusia, namun pada sisi lain bersifat ambivalen ketika 

berhadapan dengan pengalaman derita. Sebagai mekanisme ‘langit suci’, agama 

dan budaya menyediakan kerangka interpretatif untuk menata kekacauan 

eksistensial penderitaan melalui simbol, ritus, dan narasi transenden. Konstruksi 

makna tersebut tidak selalu bersifat emansipatif. Ambivalensi justru muncul ketika 

agama atau budaya menormalkan derita sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa 

kritik, atau ketika legitimasi sakral digunakan untuk mempertahankan struktur 

sosial yang menimbulkan penderitaan. Dalam konteks ini, agama dan budaya bukan 

lagi sumber iluminasi moral, melainkan legitimating apparatus yang membungkam 

pengalaman konkret subjek penderita. 



Dengan demikian, dalam perspektif etika derita Berger, agama dan budaya 

tidak dapat menjadi landasan universalitas HAM karena bersifat ambivalen. Selain 

itu, agama dan budaya hanya dapat berfungsi secara autentik sebagai kerangka 

makna bila keduanya tunduk pada koreksi pengalaman manusia yang paling 

elementer, yakni pengalaman derita. Artinya, otoritas agama atau budaya harus 

diuji secara kritis melalui epistemologi derita, sebab pengalaman ini bersifat 

universal dan tidak bisa dinegosiasi oleh konstruksi sosial apa pun. Ketika agama 

dan budaya terbuka terhadap klaim moral yang lahir dari penderitaan, keduanya 

dapat menjadi sumber advokasi dan solidaritas universal. Namun ketika menutup 

diri, keduanya berpotensi menjadi mekanisme kekerasan simbolik. Dengan 

demikian, derita dalam perspektif etika derita Berger mampu menjadi dasar yang 

relevan bagi pemahaman universalitas Hak-hak Asasi Manusia sekaligus menjadi 

dasar koreksi normatif terhadap setiap konstruksi makna yang agama dan budaya 

tawarkan. 

Implikasi dari pendekatan etika derita ialah bahwa perdebatan mengenai 

HAM dan budaya seharusnya tidak berhenti pada dikotomi normatif, melainkan 

diarahkan pada dialog yang berpijak pada pengalaman konkret manusia. Dengan 

menjadikan penderitaan sebagai titik temu, terbuka kemungkinan terciptanya 

konsensus minimal di tingkat global: bahwa setiap praktik yang menimbulkan 

penderitaan berat terhadap manusia harus ditolak, tanpa mengabaikan 

penghormatan terhadap keragaman kultural. 

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian 

perselisihan antara universalitas HAM dan pluralitas budaya tidak dapat dicapai 

dengan mempertahankan salah satu posisi secara sepihak. Jalan keluar yang lebih 

humanis dan realistis justru terletak pada integrasi prinsip-prinsip universal yang 

berakar pada pengalaman konkret penderitaan manusia. Etika derita Berger 

menawarkan kerangka etik yang inklusif dan aplikatif, sekaligus membuka ruang 

bagi perlindungan HAM yang lebih kokoh dalam realitas dunia yang plural. Melalui 

pengakuan terhadap penderitaan sebagai pengalaman universal, terbuka peluang 

bagi terciptanya tatanan dunia yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia 

tanpa meniadakan identitas kultural yang melekat pada kehidupan bersama. 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran penulis ajukan sebagai 

berikut. 

 1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga HAM 

Pendekatan etika derita dapat dijadikan paradigma alternatif dalam 

penyusunan instrumen internasional maupun dalam upaya penyelesaian 

konflik antarbudaya. Penerjemahan HAM dalam konteks budaya lokal perlu 

memanfaatkan pendekatan yang menonjolkan pengalaman penderitaan 

masyarakat setempat. Program pendidikan HAM sebaiknya berangkat dari 

pengalaman nyata warga (misalnya kekerasan, diskriminasi, kemiskinan), 

sehingga prinsip-prinsip universal tidak tampak abstrak melainkan sebagai 

solusi terhadap derita konkret. Dalam perumusan kebijakan masyarakat, 

perlu diperhatikan titik ukur ‘pengalaman derita’ sebagai perhitungan yang 

tidak dipandang sepeleh, melainkan harus dibuat dengan cermat dan penuh 

tanggungjawab. Dialog lintas budaya juga sebaiknya dijadikan mekanisme 

utama dalam penyusunan kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan 

bersifat adil, inklusif, dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 2. Bagi Organisasi Sosial dan Komunitas Budaya 

Dialog lintas budaya mengenai HAM dapat difasilitasi melalui diskusi 

berbasis pengalaman penderitaan bersama, seperti kasus-kasus kekerasan 

gender, perdagangan manusia, atau pelanggaran hak minoritas. Mengangkat 

narasi penderitaan akan mendorong empati dan membuka ruang penerimaan 

atas nilai-nilai HAM tanpa resistensi budaya. 

 3. Bagi Masyarakat Umum 

Penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai penderitaan 

manusia sebagai basis etik yang dapat melampaui perbedaan budaya. Hal 

ini dapat ditempuh melalui pendidikan, kampanye sosial, maupun kegiatan 

dialogis yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati. 

 4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan 

mengintegrasikan pendekatan etika derita Peter L. Berger dengan teori-teori 

lain yang juga menekankan dimensi kemanusiaan, seperti etika diskursus 



Habermas, etika kepedulian (care ethics), atau etika tanggung jawab 

Levinas. Perbandingan ini dapat memperkaya pemahaman filosofis tentang 

fondasi universalitas HAM dalam masyarakat majemuk. Selain itu, 

Penelitian lebih lanjut dapat memanfaatkan pendekatan kualitatif lapangan, 

seperti wawancara naratif atau etnografi mengenai pengalaman penderitaan 

dalam komunitas tertentu, untuk membuktikan secara empiris bahwa derita 

merupakan titik temu universal antarmanusia. Para peneliti yang tertarik 

juga disarankan untuk melakukan kajian yang lebih aplikatif dengan 

menguji relevansi pendekatan etika derita dalam kasus-kasus konkret 

pelanggaran HAM, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Hal ini 

penting agar kontribusi teoritis dapat berdampak secara nyata terhadap 

praktik perlindungan HAM.  
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